BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian Implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau
Oleh Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau Di Provinsi Sumatera Barat
Peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van
Horn sebagai pisau analisi's karena |dapat menjelaskan fenomena yang peneliti
temukan di lapangan. Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh
Van meter dan Van Horn tidak menjelaskan hasil akhir mengenai kebijakan tetapi
Van Meter dan Van Horn mencoba untuk menjelaskan dan mengukur apa yang
menurut mereka sebagai kinerja kebijakan. Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba
untuk mengidentifikasi dan menganalisis enam variabel yang mempengaruhi
kinerja dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau yaitu ukuran dan tujuan
kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen
pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik.

Secara umum, berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, dapat di
katakan bahwa Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau tidak berjalan sesuai
dengan tahapan yang telah di buat oleh Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau
dalam roadmap Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Produk Unggulan di
Nagari/Desa/Keluarahan Binaan Kerjasama Rantau. Beberapa hal yang
menyebabkan implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau tidak
berjalan optimal diantaranya yaitu tidak adanya regulasi atau dokumen yang dapat

menjadi pedoman untuk Kabupaten dan Nagari menjalankan Program Nagari



Binaan Kerjasama Rantau di daerahnya, keterbatasan sumber daya manusia yang
ditandai dengan tidak ada nya struktur khusus yang menangani Program Nagari
Binaan Kerjasama Rantau di level Kabupaten dan Nagari, lalu permasalahan
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten dan Nagari, serta
pemindahan kewenangan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau ke Badan
Penghubung Sumatera Barat di Jakarta turut membuat Program Nagari Binaan
Kerjasama Rantau di beberapa nagari binaan mengalami keadaan yang stagnan.
Lalu, terkait dengan perhihdahan vkewenangan Program Nagari Binaan Kerjasama
Rantau, Badan Penghubung telah memasukan usulan kepada Gubernur Sumatera
Barat dan DPRD mengenai pembuatan regulasi untuk pelaksanaan Program
Nagari Binaan Kerjasama Rantau namun sampai saat ini belum ada respon yang
dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat untuk menindaklanjuti kelanjutan dari
Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau.

Selain itu Peneliti melihat dikarenakan program ini merupakan Program
yang baru pertama kali dijalankan di Sumatera Barat, maka dalam pelaksanaan
nya mengalami proses trial and error sehingga dalam tahapan implementasi
masih mencari pola yang tepat agar kedepannya dengan'pola dan model tersebut

dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang maksimal.

6.2 Saran
Setelah menganalisis tentang Pelaksanaan Program Nagari Binaan
Kerjasama Rantau tersebut maka Peneliti menyajikan beberapa saran dan

rekomendasi sebagai berikut,



Membuat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Program Nagari
Binaan Kerjasama Rantau.

Membuat dokumen turunan yang lengkap yang berisikan tujuan, ukuran,
yang dapat dijadikan pedoman kegiatan sehingga akan memudahkan
stakeholder yang terlibat memahami ukuran dan tujuan dari Program
Nagari Binaan Kerjasama Rantau.

Membentuk struktur yang —membidangi urusan rantau di setiap
Kabupaten/Kota' d| Surﬁatera Barat yang mana struktur tersebut
bertanggung jawab menjalankan Program Nagari Binaan Kerjasama
Rantau di level kabupaten guna memudahkan Pemerintah Provinsi untuk
melakukan koordinasi.

Membuat sebuah website; mengenai Program Nagari Binaan Kerjasama
Rantau untuk memudahkan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
dalam melakukan monitoring. Website juga dapat digunakan sebagai
wadah bagi kabupaten atau nagari untuk memberikan laporan mengenai
perkembangan kawasan wisata dan produk unggulan. Selain itu website
juga dapat memberikan informasi kepada perantau dan masyarakat lain
yang mengakses mengenai potensi-potensi yang dimiliki tiap
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

. Setiap Kabupaten/Kota agar dapat menyiapkan anggaran untuk Program
Nagari Binaan Kerjasama Rantau, serta Biro Kerjasama, Pembangunan
dan Rantau dapat mengarahkan program ini agar mendapatkan dana

melalui Bantuan Keuangan Provinsi.



6. Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan arahan untuk menindaklanjuti
pemindahan wewenang program yang sebelumnya berada di Biro
Kerjasama, Pembangunan dan Rantau pindah menjadi wewenang Badan
Penghubung Sumatera Barat di Jakarta.

7. Pada pelaksanaannya akan lebih tepat jika Program Nagari Binaan
Kerjasama Rantau di letakkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Nagari (DPMD/N) di setiap Kabupaten di Sumatera Barat.

8. Karna keterbatéséh yang dimiliki oleh Peneliti ketika melakukan
penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian
mengenai Evaluasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau secara
keseluruhan dengan melihat kinerja dari 19 Nagari/Desa/Kelurahan yang
pada akhirnya akan menciptakan pola atau model evaluasi kebijakan.

9. Selain itu, tema ini juga dapat dilanjutkan untuk di teliti oleh peneliti lain
terkait dengan manajerial dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau
sehingga akan terlihat yang menjadi sumber permasalahan selama
pelaksanaan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Dengan begitu
kedepannya implementor dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi

ketika melaksanakan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau



